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Abstract 

 

 

 

 

The background to this research is the productivity of waqf land in Munggu Village, 

Bungkal District, which is no longer productive due to a lack of Human Resources 

(HR) and Nadzir's lack of insight into managing it. This research discusses the 

productivity of waqf land management in Munggu Village, Bungkal District, 

Ponorogo Regency, and how the productivity of waqf land management is viewed from 

waqf law in Indonesia. This research uses a qualitative approach and data collection 

procedures through interviews, observation, and documentation techniques. 

Meanwhile, the author uses data reduction, data presentation, and data verification for 

data analysis techniques. Based on the results of the data analysis, it was concluded 

that the productivity of land waqf in Munggu Village had been managed and 

operationalized in two institutions, namely the Institution (TPQ) and the TK 

institution. The lack of human resources (HR) and Nadzir's lack of insight were the 

main causes of the formation of this institution. Regarding managing and developing 

the productivity of waqf land, it is not by the Waqf Law in Indonesia because Article 

5, Article 42, and Article 43 Number 41 of 2004 concerning Waqf explains that Nadzir 

must manage Waqf by Sharia Principles. 
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1. PENDAHULUAN  

Wakaf adalah organisasi Islam, di satu sisi, Tangan mempunyai fungsi beribadah kepada Allah 

SWT, sebaliknya wakaf juga dapat mempunyai fungsi sosial. Hal ini mengarah pada pernyataan iman 

yang kuat dan solidaritas yang besar antar umat manusia. Oleh karena itu, wakaf merupakan lembaga 

Islam yang dapat digunakan oleh umat Islam untuk menciptakan dan memelihara hubungan antara 

manusia dengan Allah SWT, serta hubungan antara manusia dan orang lain dalam masyarakat. Dalam 

fungsi ibadahnya, wakaf dikatakan memberikan bekal bagi kehidupan waqif di kemudian hari, karena 

merupakan salah satu bentuk amalan yang imbalannya terus mengalir selama harta waqif tetap 

digunakan.  
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Sementara itu, dari sudut pandang fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat berharga bagi 

pembangunan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan 

bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum waqif yang berupa pemisahan atau pengalihan sebagian 

hartanya untuk digunakan tetap atau untuk jangka waktu tertentu, kebutuhan ibadah, kebahagiaan 

masyarakat. Dan benda wakaf dalam Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada benda tidak 

bergerak saja, melainkan dapat juga berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, 

kendaraan dengan hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya menurut hukum 

syariah, peraturan dan Undang-Undang Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf Nazir Wakaf dilakukan 

secara efektif, Pengelolaan wakaf dinilai tidak profesional karena belum menerapkan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi, tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, birokrasi dan tata 

kelola yang baik, sehingga pengelolaan wakaf lemah. organisasi tidak memiliki atau memahami 

pentingnya sistem dalam operasional organisasi.  

Oleh karena itu, wakaf mendapat perhatian khusus dalam Islam, mulai dari proses pengumpulan 

hingga pemberian manfaat dari harta wakaf. Oleh karena itu, proses-proses ini harus dikelola secara 

ketat sesuai dengan hukum Syariah. Hal ini penting agar lembaga wakaf khususnya nadzhir dapat 

terhindar dari kegiatan yang tidak sejalan dengan hukum syariah yang dapat berdampak pada reputasi 

nadzhir dan pengelola wakaf. 

Dalam hal ini peneliti fokus pada salah satu tanah wakaf yang ada di RT.02 RW.04 Dukuh 

Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sebagian tanah tersebut 

diWakafkan sebagian masyarakatnya dan dikelola serta digunakan oleh fasilitas pendidikan, dengan 

struktur yang lengkap, disesuaikan dan juga memiliki fasilitas yang cukup. Namun produktivitas lahan 

tersebut hanya bertahan 6 (enam) tahun saja. 

Taman Pendidikan Qur’an Wali Songo (TPQ) merupakan salah satu organisasi yang didirikan 

untuk memanfaatkan lahan wakaf. Fasilitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat RT.02 RW.04 Dukuh 

Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, karena dapat menjadi tempat 

belajar anak-anak. namun fasilitas ini baru beroperasi 4 (empat) tahun, karena kekurangan guru, 

akhirnya fasilitas tersebut berhenti beroperasi selama 6 (enam) tahun. 

Dan setelah 6 (enam) tahun fasilitas tersebut berhenti beraktivitas, warga RT.02 RW.04 Dukuh 

Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo mencoba memanfaatkan kembali 

bangunan tersebut, begitu pula para guru yang ada di sana. Terdapat pendirian Taman Pendidikan 

Qur’an (TPQ) yang telah beroperasi selama 6 (enam) tahun, dan karena kurangnya profesionalisme 

guru, maka Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) tersebut terpaksa ditutup. Dan hingga saat ini, tanah 

sumbangan tersebut masih terbengkalai. 
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Terhentinya pengembangan tanah wakaf disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia 

(SDM) yang profesional dalam pengelolaannya dan kurangnya kesadaran masyarakat RT.02 RW.04 

Dukuh Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dalam memanfaatkan 

tanah wakaf yang ada. Padahal itu akan menjadi aset besar bagi masyarakat jika dikelola dengan baik.  

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis studi 

kasus dengan prosedur pengumpulan data melalui tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan untuk tehnik analisis data penulis menggunakan Data Reduction (Redaksi Data), Data 

Display (Penyajian Data), Verifikasi Data (Proses Penarikan Kesimpulan)  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa Aset tanah yang sudah diwakaf kan oleh bapak  

Miskun yang ada Di Desa Sumberjo RT.02 RW.04 Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, tersebut telah 

dikelola menjadi sebuah bangunan dengan ukuran, seluas 7 M X 12 M dan Teras 7 M X 3 M, bangunan 

tersebut dulunya dikelola dan dipergunakan untuk lembaga pendidikan, masih ada beberapa bangku, 

almari, buku-buku, alat tulis, dan juga papan tulis, itu merupakan fasilitas pembelajaran, akan tetapi 

karena bangunan tersebut sudah tidak beroprasional lagi, bangunan menjadi terbengkalai tidak 

terurus, padahal jika memang  sudah tidak bisa di gunakan untuk lembaga pendidikan, bangunan 

tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. 

Pengelolaan tanah wakaf belum bisa dikatakan produktif secara maksimal dan sesuai dengan 

perspektif hukum wakaf yang ada di Indonesia, salah satu kunci utama dalam memanfaatkan atau 

mengelola tanah wakaf agar bisa produktif dan bisa digunakan untuk kemaslahatan umat adalah usaha 

nadzir untuk mengelolanya, karena  salah satu   tugas utama seorang Nadzir adalah mengelola harta 

wakaf. Namun Nadzir wakaf di Dukuh Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten 

Ponorogo, sebagian besar masih belum memenuhi aturan amanah Nadzir. Pemahaman ini masih 

dianggap tradisional dan cenderung konsumtif (non-produktif) dan hanya memanfaatkan tanah wakaf 

untuk pengembangan keagamaan, seperti masjid, mushola atau tempat pendidikan. 

Selain permasalahan nadzir, permasalahan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) 

untuk mampu mengelola wakaf dengan baik, serta memunculkan ide-ide kreatif untuk memanfaatkan 

wilayah wakaf sesuai kebutuhan dan kemaslahatan umat. Bahkan harus mampu menghasilkan dan 

memberikan sumber daya ekonomi dengan mendirikan di dalamnya lembaga-lembaga ekonomi 

syariah, seperti: lembaga zakat, wakaf, mini market, dan lain-lain. Minimnya jumlah pemuda yang 

memahami dan mampu mengelola tanah wakaf dengan beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan 

akan sangat mempengaruhi produktivitas wakaf. 
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Wakaf dalam bentuk tanah (lahan kosong) dikelola sedemikian rupa sehingga efektif, dimana 

wakaf tanah tersebut digunakan untuk tujuan pendidikan bagi anak-anak disekitarnya, namun proses 

pengelolaan tanah wakaf tidak dapat berfungsi secara maksimal karena kurangnya sumber daya 

manusia (SDM) yang ada dalam pengelolaan dan kurangnya integritas nadzir dalam pemanfaatan 

wakaf. 

Pengelolaan tanah wakaf di RT.02 RW.04 Desa Sumberjo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, 

Kabupaten Ponorogo, telah mencapai keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, dimana wakaf dapat 

dilaksanakan sesuai dengan keinginan Waqif yaitu menjadi wadah pendidikan bagi para anak-anak dari 

masyarakat sekitar. Namun dari segi pemanfaatan dan pengembangannya justru kurang efektif dalam 

mendistribusikan manfaat untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, belum tercapai tujuan wakaf 

dalam mewujudkan potensinya dan berkembang untuk kesejahteraan umum. 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai 

tujuan yang diharapkan dan seharusnya seorang Nazhir harus mengerti atau paham dengan cara 

pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar 

mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi umat. 

Dan juga sering terjadi dimana Nazhir tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah 

wakaf yang dikelola tersebut padahal disini Nazhir memiliki posisi yang sangat setral dalam 

pengelolaan tanah wakaf produktif, ditinjau dari tugas Nazhir dimana dia berkewajiban menjaga, 

mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakaf kan tersebut. hal ini 

juga diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang dimana didalam nya menjelaskan 

tentang kewajiban Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. 

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya 

dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. tetapi dalam praktiknya di Desa Sumberjo, Desa 

Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, belum produktif. Akan tetapi tanah wakaf 

tersebut sudah bersertifikat. 

4. KESIMPULAN 

Produktivitas tanah wakaf di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, tersebut telah di kelola dan 

beroprasional menjadi dua lembaga, yaitu lembaga Taman Pendidikan Qur’an (TPQ), dan lembaga TK, 

namun mulai Tahun 2018 tanah tersebut sudah tidak produktif lagi, Minimnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan juga kurangnya wawasan nadzir menjadi penyebab utama lembaga tersebut tidak bisa 

beroprasional kembali, sehingga tanah yang sudah diwakafkan tersebut menjadi terbengkalai sampai 

sekarang. 
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Produktivitas tanah wakaf di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, belum 

sesuai dengan undang-undang wakaf yang ada di Indonesia, karena menurut undang-undang Nomor 

41 Tahun 2004 pada pasal 5 yang berisi fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi, 

serta pada pasal 42 dan pasal 43 yang berisi Nadzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah. 
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